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PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH

NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Menimbang

Mengingat

. bahwa perubahan atas ketentuan tersebut pada butir “a

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

a. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjad:

pada struktur Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan
karakteristik Daerah, kemampuan keuangan Daerah, dan
ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan
perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan
Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknmis Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001,

M

dimaksudkan agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way
Kanan lebith berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka
mencapai visi Kabupaten;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat I1
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3825);

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3839);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagat
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesta Nomor 3952);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan L.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 165);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000
tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah

Nomor 28, tahun 2000).

7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 tahun 2000
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 31 Tahun

2000).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Nomor: 1 Tahun 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun 2000 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 31, sebagaimana telah diubah untuk pertama
kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2001, yang telah
diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 3,

diubah lagi untuk kedua kalinya sebagai berikut:

A. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal | angka 11 sampai dengan 15, Pasal 2,
Pasal 4, Pasal 5, serta Pasal 6 sampat dengan Pasal 10 dan penyesuaian urutan Pasal 11
sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Organisasi

dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, diubah dan harus dibaca:

Pasal 1

11. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Way

Kanan;
12. Badan Pengawasan Daerah adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Way

Kanan; )
13. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah Kantor Pemberdayaan
Masyarakat Kampung Kabupaten Way Kanan;

14. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Kantor Kesatuan
Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Way Kanan;

15. Kantor Polisi Pamong Praja adalah Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Way
Kanan; ,
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16. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Kantor Pengelolaan Lingkungan
Hidup Kabupaten Way Kanan:

17. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah Kantor Perhubungan
dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten Way Kanan;

18. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan;

19. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kantor Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Kabupaten Way Kanan;

20. Kantor Pengairan adalah Kantor Pengairan Kabupaten Way Kanan.

21. Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Arsip Daerah Kabupaten Way Kanan
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga-lembaga Teknis Daerah yang terdiri

dari:

I.  Badan Perencanaan Daerah;

2. Badan Pengawasan Daerah:

3. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung;

4. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
5. Kantor Polisi Pamong Praja:

6. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;

7. Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;

Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

9. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Kantor Pengairan;

1. Kantor Arsip Daerah.

:‘IIJ

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam lingkup perencanaan

pembangunan dan penanaman modal Daerah.

(2) Badan Pengawasan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dalam bidang pengawasan.

(3) Kantor Pemberdayaaan Masyarakat Kampung mempunyai tugas membantu
Bupati dalam lingkup Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

(4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas
membantu Bupati dalam lingkup pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat;

(5) Kantor Polisi Pamong Praja mempunya tugas membantu Bupati dalam upaya
penegakan Peraturan Daerah serta ketertiban umum. _

(6) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(7) Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas

membantu Bupati dalam bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan jalan.

(8) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati
dalam bidang administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

(9) Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam bidang pembinaan dan pengembangan Koperasi dan usaha kecil
menengah;

(10) Kantor Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang pengelolaan
pengairan,

(11) Kantor Arsip Daerah mempunyar tugas membantu Bupati dalam bidang

pengelolaan Kearsipan Daerah.

Peratuan Daerah Kab. Way Kanan Tahun 2002 3



Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (])
Peraturan Daerah ini Badan Perencanaan Daerah mempunyal fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan penanaman modal
Daerah:
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan:
(2) Dalam  menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2)
Peraturan Daerah ini Badan Pengawasan Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
¢. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3)
Peraturan Daerah ini, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung mempunyai
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung;
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(4) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) Peraturan
Daerah ini, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyal

fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan
masyarakat;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
c. Pengelolaan urusan ketatusahaan.

(5) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5) Peraturan
Daerah 1ni, Kantor Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepolisi pamong prajaan dan penegakan
produk hukum daerah:
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
c. Pengelolaan urusan ketatusahaan.

(6) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6)
Peraturan Daerah 1n1, Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(7) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat-(7) Peraturan
Daerah 1ni, Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai
fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan lalu lintas angkutan
jalan;

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(8) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) Peraturan
Daerah ini1, Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum:
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

—_—_—
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(9) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (9) Peraturan
Daerah ini, Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungst”
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkoperasian dan usaha kecil
menengah;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum,
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(10) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (10)

Peraturan Daerah ini, Kantor Pengairan mempunyai fungst:

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pengairan,
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum,

c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

(11) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (11)
Peraturan Daerah ini, Kantor Arsip Daerah mempunyal fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Arsip daerah;
b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
c. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

BADB I
SUSUNAN ORGANISASI

Paragraf Dua

Bagian Pertama
BADAN PERENCANAAN DAERAH

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Daerah, terdiri dari:

a. Kepala,

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan,
2) Sub Bagian Umum;
3) Sub Bagian Keuangan,

c. Bidang Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan, membawahkan:

1) Sub Bidang Produks;
2) Sub Bidang Ekonomt dan Keuangan,
3) Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.

d. Bidang Penanaman Modal, membawahkan:

1) Sub Bidang Perencanaan;

2) Sub Bidang Perizinan,

3) Sub Bidang Pengendalian dan Pengawasan;,
4) Sub Bidang Promost.

e. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:

1) Sub Bidang Sumberdaya Manusia;
2) Sub Bidang Pemerintahar dan Hukum;
3) Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.
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f. Bidang Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam, membawahkan:

1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah:
2) Sub Bidang Penataan Ruang;
3) Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup.

8. Bidang Pengendalian, membawahkan:

1) Sub Bidang Statistik:
2) Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan;
3) Sub Bidang Evaluasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan  Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
BADAN PENGAWASAN DAERAH

Pasal 7
(1) Susunan Organisasi Badan Pengawasan Daerah, terdiri dari:
a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Laporan;
2) Sub Bagian Kepegawaian;
3) Sub Bagian Umum.

c. Bidang Pemeriksa Pemerintahan dan Pertanahan, membawahkan:

1) Sub Bidang Pemeriksa Pemerintahan Daerah dan Kampung;
2) Sub Bidang Pemeriksa Pertanahan dan Aparatur.

d. Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan, membawahkan:

1) Sub Bidang Pemeriksa Perusahaan Daerah dan Pendapatan Daerah:
2) Sub Bidang Pemeriksa Keuangan dan Perlengkapan

e. Bidang Pemeriksa Perekonomian Daerah, membawahkan:

1) Sub Bidang Pemeriksa Perekonomian Rakyat;
2) Sub Bidang Pemeriksa Koperasi dan Penanaman Modal.

f. Bidang Pemeriksa Kesejahteraan Sosial, membawahkan:

1) Sub Bidang Pemeriksa Pendidikan, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan:
2) Sub Bidang Pemeriksa Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

»

g. Bidang Pemeriksa Pembangunan, membawahkan:

1) Sub Bidang Pemeriksa Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
2) Sub Bidang Pemeriksa Perencanaan Pembangunan.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

"__"‘_—_—""'-'——'——----————-='——--_——--_.__.._..—''—"—"————_—___—-T-——____—-=.___.____....______m
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(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan scbagaimana tersebut d
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Dacrah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAM PUNG

Pasal 8
(1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung terdir dari.

Kepala,

g w9

Sub Bagian Tata Usaha ;

Seksi Ketahanan Masyarakat;
Seksi Usaha Ekonomi Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Alam;

a o

e. Seksi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna,

{.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Masyarakat

Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 111 Peraturan Daerah 1ni.

Bagian Keempat
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri

dan:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesatuan Bangsa dan Penanganan Masalah Aktual:

d. Seksi Hubungan antar Lembaga, PEMILU dan Hak Azasi Manusia (HAM);
e. Seksi Peningkatan SDM dan Perlindungan Masyarakat:

f  Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan Bencana

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Strukwur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan

Pcrlmdungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1V Peraturan
Daerah ini.

— T i T R e N — RS i TP S —— . i g o R i ep—— Ty, e e -“—*_‘*_ﬁ"_—““."-.h - .
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Bagian Kelima
KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 10
(4) Susunan Organisasi Kantor Polisi Pamong Praja terdin dari:
a. Kepala: 3 ‘
b. Sub Bagian Tata Usaha;
C. Seksi Pembinaan Operasional:
d. Seksi Pembinaan Kapasitas:

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Penjabaran_tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(6) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja sebagaimana
tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 11
(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan hidup, terdiri dari:

a. Kepala;

b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Seksi Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
d. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

e. Seksi Penataan dan Pemulihan:

f.  Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan-Stmktur Organisas! dan Tata.Kerja Kantor Pengelolaan LingRungan Hidup
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
KANTOR PERHUBUNGAN DAN LALU LINTAS
ANGKUTAN JALAN

Pasal 12

(1) Susunan Organisasi Kantor Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan, terdiri
dari .

—_____—________'—_‘_—“_——_———-—_—;____________—__
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Kepala:

g ®

Sub Bagian Tata Usaha;

Seksi Telekonmnikasi;

a o

Seksi Manajemen Laly Lintas;

o

Seksi Pengendalian Angkutan;

b

Seksi Prasarana:

8. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut d
atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata KKerja Kantor Perhubungan dan Lalu Li_ntfts
Angkutan Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini

Bagian Kedelapan
KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pasal 13

(1) Susunan Organisasi Kantor Keper;dudtlkan dan Catatan Sipil, terdiri dart:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
Seksi Pelayanan Pendaftaran:

C
d. Seksi Pencatatan;
e. Seksi Pengendalian dan Mutasi Penduduk;

f. Seksi Pembinaan dan Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil,

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

S

sebagaimana tercantum dalam Lampiran V111 Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
KANTOR KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari:

a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha,;

c. Seksi Perkoperasian,
ﬂ_ﬂﬂm
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d. Scksi Usaha Kecil dan Menengah;
¢ Seksi Pembinaan dan Stmpan Pinjam;
t.  Seksi Pelatihan dan Penyuluhan;

8. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penjabaran tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah 1nt.

Ty

Bagian Kesepuluh
KANTOR PENGAIRAN

Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengairan, terdiri dari:
a. Kepala;
b. Sub Bagian Tata Usaha:
c. Sekst Operast dan Pemeliharaan;
d. Seksi Irngasi;
e. Seksi Perencanaan Teknik.

f. " Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Penjabaran tugas dan fungst dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengairan sebagaimana tercantum

dalam Lampiran X1 Peraturan Dacrah ini.

Bagian Keduabelas
KANTOR ARSIP DAERAH

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi KantorArsip Daerah, terdir1 dari:

Kepala,

Sub Bagian Tata Usaha,;

Seksi Pembinaan Kearsipan,
Seksi Pengelolaan Arsip Inaktif;
Seksi Pengelolaan Arsip Statis;
Kelompok Jabatan Fungsional.

"o a0 o

(2) Penjabaran tugas dan fungsit dari masing-masing jabatan sebagaimana tersebut di

atas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
—_—— e e
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(3) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini. |

b

B. Menyesuaikan kembali urutan pasal-pasal Peraturan Daerah Nomor 27 tahun _20(_)0 dari
semula Pasal 11 menjadi Pasal 17 dan Pasal 12 sampai dengan Pasal 19 menjadi Pasal
18 sampal dengan Pasal 25.

Pasal'TI

r setiap orang

Peraturan Daerah ini mulai berlaku seiak tanggal diundangkan. Aga
ini dengan

mengetahuinya memerintahkan  pengundangan Peraturan  Daerah
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002

BUPATI WAY KANAN
DTO.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada tanggal 14 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

DTO.

Hi. M. ABADI, S.H., MA.

Pembina Utama Muda
NIP. 460011678

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

WW{MV——\‘

NASARUDDIN, SH., MH.
Pembina

NIP. 710016 707

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2001 NOMOR SERI D
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1.

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2000

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

[

UMUM

Sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada struktur
Pemerintahan, dikaitkan dengan potensi dan karakteristik Dacrah, kemampuan
keuangan Daerah, dan ketersediaan sumber daya aparatur, dipandang perlu melakukan

perubahan kembali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 27 Tahun

2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001

Perubahan terhadap struktur organisasi Perangkat Daerah juga mengacu pada
struktur  Pemerintahan Pusat maupun Propinsi Lampug. Perubahan tersebut
mengutamakan pada penyempurnaan manajerial dengan mengupayakan pemerataan
beban kerja dan pengelompokan bidang/ departemen yang relevan, yang dimaksudkan

agar organisasi perangkat daerah Kabupaten Way Kanan lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam rangka mencapai visi Kabupaten.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentane
)

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan, bahwa kewenangan bidang

- Pertanahan ditarik kembali menjadi kewenangan Pusat oleh karena ity keberadaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang telah dibentuk berdasarkan perda
sebelumnya, dalam perda ini disesuaikan/ dihapus dan dibentuk beberapa Lembava
o

Teknis Daerah baru.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I :
Cukup Jelas.

Pasal II :
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR: 44

12



LAMPIRAN 1 :

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN DAERAH

—

e e e o,

KELOMPOK
JAB ATAN
FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
B ADAN
[ _ [ PR
SUB B AGIAN SUB BAGIAN
PERE NCANAAN UMUM

S 1B BAGIAN

KEUANGAN

7

BIDANG

EKONOMI DAN
KERJASAMA
PEMB ANGUNAN

SUB BIDANG
P RODUK SI

SUB BIDANG |

EKONOMI
KEUANG AN

SUB BIDANG

KERJASAMA
P EMB ANG UNAN

SUB BIDANG
PERENCANAAN

SUB BIDANG
PERIANAN

SUBBIDANG
PENGENDALIAN
DAN
PENGAWASAN

SUB BIDANG
PROMOS|

SUB BIDANG
SUMBER DAYA
MANUSIA

SUB BIDANG
PEMERINTAHAN

HUK U M

DAN '

SUB BIDANG
KE SEJAHTER AAN
RAKYAT

'l

]

BIDANG
P RASARANA
WILAYAH DAN

Sy

SUMBERDAYA ALAM

| BIDANG
PENGENDALIAN

SUB BIDANG

WIL AYAH

PENGEMBANGAN

-~

SUB BIDANG
STATISTIK

SUB BIDANG
MONITORING
DAN
PELL APOR AN

| SUB BIDANG SUB BIDANG
SUMBERDAY A E VAL UASI
ALAM DAN
LINGK. HIDUP
BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



= g e

—

KEIOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

r

KEPA LA BA DAN]
PEN GAWASAN

DAFR AH

r -

SUBB AGIAN
PEREN CA NA AN
PROGRA M DAN
PELAPOR AN

SJBBAGIAN
KEPEGAWAIAN

I

[

BI DA NG
PEMER IKS A
PEMERIN TAH AN
& PERTAN AHAN

SUBBIDANG
PEMERIKSA
PE MERINTAHAN
DAERAH& KAMPUNG

SUBBIDANG
PEMERIKSA
PERTANA HAN
& APARATUR

BIDA NG
PEMER IK SA
KEUANGAN &
PERLEN GK AP AN

SUBB IDANG
PEM ERIKSA
PERUSH.DAER AH
& PENDAPATAN DRH

SUBBIDANG

PEM ERIKS A

KEUANGA N &
PER LENGKAPAN

BIDANG
PEMERIK SA JJ
PEREKONOM JAN
DA ERAH

SUB BIDANG
PEMERIKS A
PEREKONOMIA N
RAKYAT

SUB BIDANG
PEMERIKS A
KOPER ASI DAN
PENANA MAN MODAL

BIDANG
PEMERK SA
KESEJAHTER AAN |
SOSIAL

SUB BIDA NG
PE MERIKS A
DIKSOS &
PEMB .PER EMPU AN

SUB BIDA NG |

PE MERIKS A
KESEHATAN &
LINGZ HDUP

h SUB BIDANG
PEMER KSA
PKERJ. UMUM &
PERH UBUNG AN

SUR BIDANG
PEMER KSA
PEREN CANA AN
PEM BA NG UN AN

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



KE LOMP OK
JABATAN

KEPALA KANTOR
PEMBERDAYAAN
MASY. KAMPUNG

P W TV iy

SUB BAGIAN
TATA USAHA

|

FUNGSIONAL

Err— Ty

SEKS|
KE TAHANAN
MAS YARAKAT

e

|

SEKSI
USAHA EKONOMI
RAKYAT DAN
PENGEMB. SD. ALAM

-_;J— e —

S EKSI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
TEPAT GUNA

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.
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e



LAMPIRAN IV: - PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

= S el — =
-

KELOMPOK SEKSI SEKSI
JABATAN KESATUAN BANGSA HUBUNGAN
FUNGSIONAL DAN PENANGANAN ANTAR LEMBAGA,

MASALAH AKTUAL PEMILU DAN HAM
e — 1 SEKSI SEKSI -
KESIAGAAN

& PENANGGULANGAN
BENCANA

~ PENINGKATAN
— SD. MANUSIA
I & LINMASY.

BUPATI WAY KANAN .

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



LAMPIRAN V: -~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR POLISI PAMONG PRAJA

L—(E PALA KANTOR

|

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK | |  SEKSI SEKSI
JABATAN PE MBINAAN PEMBINAAN

FUNGSIONAL OPERASIONAL KAPASITAS

P

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

_ o

S —

#

- KELOMPOK SEKSI

JABATAN ANALISIS
FUNGSIONAL PENCEGAHAN
 DAMPAK LINGK.

SEKSI ]
PENGAWASAN
; DAN

PENGENDALIAN |

] &
SEKSI
PENATAAN DAN
PEMULIHAN

BUPATI WAY KANAN

DTO.

Drs. TAMANURI, MM.




LAMPIRAN VII: - PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERHUBUNGAN DAN

LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN

SUB BAGIAN
TATA USAHA

- — - - = ——
KELOMPOK -‘ SEK S|

JABA TAN TELEK OMUNIKA S|

FUNG SI1O NA L

 SEKSI
MANAJE ME N
LALU LINTAS

=

SEK S|
PENGENDALIAN
ANG KUTARN

PRASARAN A

SEK SI |
KE SELA MATAN
DAN TEKN IK
S ARA NA

*—-—

_, BUPATI WAY KANAN
DTO.

Drs. TAMANURI, MM.
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[ AMPIRAN VIII : - PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KEPENDUDUKAN

DAN CATATAN SIPIL

——

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SEK S| ]
PENCATATAN

KELOMPOK SEKSI
JABATAN PELAYANAN

FUNG SIONAL PENDAF TA RA N |
' SEKS | | SEKSI

- PENGENDALIAN | | | PEMB. & INFORM.

DAN MUTAS | KEPE NDUDUKARN

PENDUDUK & CATATAN SIPIL

BUPATI WAY KANAN
DTO

Drs. TAMANURI, MM.
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KE PALA KAN TOR

....
.

SEK SI
| cELATIHAN DAN
E NYULUHAN

BUPATI WAY KANAN
DTO.

Drs. TAMANURI, MM.
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I AMPIRAN X:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR % TAHUN 2002
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENGAIRAN

KEP ALA KANT OR

sSUuB BAGIAN
TATA USAHA

= |
| , .

|

- ] .
KELOMPOK | SEKS| 5 SEKS| | SEKSI
JABATAN | OPERASI | | IRIGASI ' PERENCANAAN
FUNGSIONAL DAN ; TE KN IK
- | PEMELIHARAAN

BUPATI WAY KANAN

DTO

Drs. TAMANURI. MM



LAMPIRAN XI : "~ PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4 TAHUN 2002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH

KEPALA KANTOR

SUB BAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN

FUNGSIONAL

- SEKSI
PEMBINAAN
KEARSIPAN

|

SEKSI

"PENGELOLAAN |

ARSIP

INAKTIF

|

SEKSI

PENGELOLAAN
| ARSIP
|

STATIS

BUPATI WAY KANAN
DTO.

Drs. TAMANURI, MM.



